PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

INDONESA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF BULGARIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS
OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTYS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwadi Lombok, padatanggal 19 November 2009 Pemerintah Republik
Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Pembebasan Visa

Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement

between the Government of the Republic of Indonesa and the

Government of the Republic of Bulgaria on Visa Exemption for Holders

of Diplomatic and Service Passports), sebagai hasil perundingan antara

Delegasi-delegas  Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Republik Bulgaria;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasa 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : ...



Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEME-
RINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA
BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
BULGARIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND SERVICE PASSPORTYS).

Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang
Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of
Bulgaria on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service
Passports) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 November 2009 di
Lombok, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria,
dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, dan Bahasa Inggris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam
Bahasa Inggris.

Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 17 Juni 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta

padatanggal 17 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 79
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REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK
DAN PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria, selanjutnya disebut
“Para Pihak”.’

MENIMBANG hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk lebih memperkuat hubungan tersebut dengan memfasilitasi
kunjungan warga negara kedua ncgara ke masing-masing negara;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;
TELAH MENYETUJUI HAL-HAL scbagai berikut :

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA
1.  Warga negara Republik Bulgaria, yang memegang paspor diplomatik atau paspor
dinas yang masih berlaku, tidak wajib untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah

dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak
melebihi dari 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak setiap tanggal masuk.

88

Warga negara Republik Indonesia, yang memegang paspor diplomatik atau paspor
dinas yang masih berlaku, tidak wajib untuk memperoleh visa untuk masuk, transit
dan tinggal di wilayah Republik Bulgaria untuk suatu jangka waklu yang tudak
melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung
scjak tanggal pertama masuk.

L2

Masa berlaku paspor yang sah dari warga negara Para Pihak harus sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.




PASAL 2
PEMBATASAN VISA

Warga negara masing-masing Pihak wajib memasuki dan meninggalkan wilayah negara
Pihak lainnya melalui tempat pemeriksaan perbatasan Pihak tersebut yang terbuka bagi laiu
lintas internasional.

PASAL 3
VISA UNTUK ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONSULER

Warga negara masing-masing Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau
paspor dinas yang masih berlaku dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau
konsuler di dalam wilayah Pihak lainnya, termasuk anggota keluarganya yang menetap
bersamanya selama masa penempatan resmi dan pemegang paspor diplomatik atau dinas
yang masih berlaku, wajib dipersyaratkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
vang relevan di negara Para Pihak, untuk memperoleh visa masuk yang scsuai dari
Kedutaan Besar dari Pihak lainnya sebelum kedatangan pertama.

PASAL 4
PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak dapat, setiap saat, menangguhkan sementara Persctujuan ini,
baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional,
ketertiban umum atau kesehatan publik.

]

Pengenalan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dinyatakan pada ayat
(1) Pasal ini wajib dikomunikasikan, melalui saluran diplomatik, kepada Pihak
lainnya dan harus mulai berlaku dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam setelah
pencrimaan komunikasi tersebut.

PASAL S
HAK PENOLAKAN

Salah satu Pihak memiliki hak untuk menolak memberikan izin masuk atau mempersingkat
masa linggal setiap orang yang berhak atas pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas
berdasarkan Persetujuan ini untuk alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau
kesehatan publik, atau menimbang bahwa warga negara terscbut dinyatakan sebagai
persona non grata.




PASAL 6
PERTUKARAN CONTOH

1. Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini contoh-contoh paspor diplomatik
dan paspor dinas yang berlaku.

2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau paspor dinas baru, serta modifikasi
terhadap yang telah ada, Para Pihak wajib saling menginformasikan secara tertulis,
melalui saluran diplomatik, mengenai sctiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga
puluh) hari sebelum pengenalan resminya.

PASAL 7
KEHILANGAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN
Dalam hal warga negara salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau
paspor dinasnya di wilayah negara Pihak lainnya, mereka wajib segera menginformasikan
pihak yang berwenang di negara penerima melalui misi diplomatik atau kantor konsuler
scsuai kewargancgaraannya. Misi diplomatik atau kantor konsuler dimaksud wajib

menerbitkan keépada yang bersangkutan, sesuai dengan perundang-undangan negaranya,
suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya.

PASAL 8
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMALSUAN

Para Pihak wajib memberikan terhadap paspor diplomatik dan paspor dinasnya
pengamanan dengan tingkat tertinggi terhadap pemalsuan.

PASAL 9
HAK DAN KEWAJIBAN BERDASARKAN TRAKTAT ATAU PERJANJIAN
LAINNYA

Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-
masing Pihak yang timbul dari traktal-traktat dan perjanjian-perjanjian internasional
lainnya dimana mereka, baik bersama-sama maupun secara terpisah, merupakan
penandatangan.

PASAL 10
PENYELESAJAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengkcta yang timbul dari pelaksanaan atau ketentuan-ketentuan
Persctujuan ini harus diselesaikan secara damai oleh Para Pihak melalui konsultasi atau
perundingan.




PASAL 11
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama sccara tertulis oleh Para
Pihak. Perubahan dimaksud akan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 12,
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 12
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Persetuyjuan ini akan mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
penerimaan pemberitahuan terakhir secara tertulis dimana Para Pihak saling
menginformasikan melalui saluran diplomatik bahwa semua persyaratan untuk mulai
berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing perundang-
undangan nasionalnya, telah dipenuhi.

2.  Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan
bersama secara tertulis oleh Para Pihak, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk
mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengakhiran dikehendaki.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh olch
Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Lombok, Indonesia pada tanggal 19 November 2009, rangkap dua, masing-
masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, dan Bahasa Inggris, semua naskah
memiliki keaslian yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa
Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA BULGARIA

Retno L. P. Marsudi Marin Raykov
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Wakil Menteri Luar Negeri
Departemen Luar Negeri




REPUBLIK INDONESIA

CIIOPA3YMEHHUE
MeXAY

NpaBHTEACTBOTO Ha Penybnuka Unnonesns
H

npaBuTeNcTBOTO Ha Penybanka brarapus
3a

0CBOGOKJaBaHe OT BU3H HA NPHTEKATEJHTE HA XHIJIOMATHYECKH H
ciy#eOHH NacnopTH

[pasutencreoto Ha Penybdnuka Wwuaowesus M npaBuTenctsoto Ha Peny6nuka
Buarapus, napuuaHu no-a0ay 3a KpatkocT ,,CTpaHuTe”,

UMAWKWA npeasua  CHLIECTBYBAWMTC NPHUATEICKM OTHOLIEHMS MEXAY ABETE
abpXKasH; '

WEJAEMKM NOMbAHMTENHO na YKPEOAT Te3d OTHOWIGHHMS, upe3  YIECHABAHC
NLTYBAHHATA HA FPAXKIAHUTE OT ABETE AbP/KABN 10 BCAKA OT THAX:

B CBLOTBETCTBUE ¢ pgelicTRaluTe 3aKOHOBH W MO/M3aKOHOBH aKTOBE HA
CLOTBETHHTE CTPAHMH;

CE CIMTOPA3YMISIXA 3a cnenHoTo:

YJEH 1

OCBOBOXJIABAHE OT BU3A
1. I'paxkaanure na Peity6auka Boirapus, nputexasaluy Baau/1eH AUNI0MaTHYECKH HAK
cayxebeH NacnoOpT HE C€ HYKAAAT OT BW3a, 3a la BAU3AT, MPCMMHABAT TPAH3UT M
npedusasar Ha TepuropuaTa Ha PenyOnuka MHAOHE3MA 3a CPOK HE wO-Ababr ot 30
/Tpuaecet/ Ky, CUMTAHO OT JATATa Ha BCAKO CAHO BAM3ANC,

2. I'paxpanure Ha PenyGianka MHAORe3us, MpuTexasawy BalHASH AHIIIOMATHUECKH
WK CayeOeH NaclopT He Ce HYKIAAT OT BW3a, 33 Na BIW3AT, MPEMUHABAT TPAH3UT U
npeduBaBaT Ha TepuTopusTa Ha PenySauxka Buarapus 3a cpok He no-awbanr ot 90
/nepetjeceT/ AHKW B PAMKHTE Ha BCeKH 6 /liecT/ Meccia, CUMTAHO OT JaTaTa Ha (I'bpBoTo
BAM3AHE.

3. CpokbT Ha BaAMAHOCT Ha macnopta na rpaxjanute Ha CTpaHnTe TpsdBa ja Hirnua
e No-paHo OT 6 Meceua, CHHTaHO OT jaTaTa Ha BAH3AIIC Ha AMIETO Ha TEPHTOPUATA Ha
apyrara Ctpana.
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YJIEH 2

BH30BH OI'PAHHYEHMUST
IpaxkaannTe Ha AvpkaBaTa Ha BeAka OT CTPaHUTC BAM3AT M HAILYCKAT TEPUTOPHATA 1a
AbpikaBaTa Ha apyrata CTpaHa npes rpaHutiHHTE KOHTPOAHO-TIPONYCKATC M NYHKTOBE
Ha nocoueHara CTpana, KOHTO Ca OTBOPCHH 32 MEXKAYHAPOIHO ABMKEHHC,

YJEH 3

BH3A 3A YWIEHOBE HA JUIVIOMATHYECKH WIM KOHCYJICKH
NPEACTABUTEJCTBA

I‘paxcaauu'rc Ha BCfAKa OT CTpaHHTC, NPpUTECXKABAINW BANTHAHK AHIUIOMATHYCCKH WU
CJ"I)")KC5HH 1acrnopT M HA3HAYCHHU Ha paﬁora KaTO HASHOBC Ha AUNIOMATHYCCKO MAH
KOHCYJICKO MPEACTaBHTCICTBO HAa TEPHTOPHATA HA Apyrara CTpaHZL BRJIQYHATEIHO
YIEHOBCTC HA TEXHHTC CEMEHCTBA, KOMTO MXHMBEAT 3aCAHO C TAX 3d BpPCMETO Ha
Od)HLlHa.’IHOTO HM npeﬁnsaaaﬂe W DpuTexasaT BaJMAHU AUIMLIOMATHYCCKH HMAH
C!ly)KCﬁHH nacnopTy, ¢ HCOGXO0MMO, B CHOTBETCTBHE CLC 3AKOHOBHTE W 110132KOHORH
aKTOBC Ha C'rpamwe, Aa noayyat CbhbOTBCTHA BXOHA BH3a OT INocoactroro Ha Apyrara
C'rpaua, npeay NbpBOTO BiIK3aHeE.

. ' YJIEH 4
CIIUPAHE

1. Beska CrpaHa MOKC NO BCSKO BPeMC BPEMEHHO ia Crpe, W3IS0 HilM YACTHHHO,
nefictedero Ha ToBa CnopasyMeHHe [0 NPHYHHM, CBLP3aHKW C HALMOHATHATA
CHTYPHOCT, OOLIECTBEHHS PCA K OOLECTBCHOTO 3/PaBE.

2. BpBeX1aHETO M NPeyCTAHOBARAHETO HA MCPKMTE, NMOCOYCHH B TOUKA | OT TO3H uneH
ce cboBu@Bar No AMIIIOMATHUECKH MbT Ha apyrata Crpana v Bau3at B cuiaa 72 uaca
cej NoyyaBaleTo Ha YBEJOMICHHETO.

YJIEH 5
IIPABO HA OTKA3
Besika or CTpauuTe ¢y 3ana3ea NpasoTo 4a OTK@XKE BJAM3ANC MIIH a ChKPATH CPOKA Ha
npebHBaBalc Ha BCAKO JMUE, MMAW(O fpaBo Ha oOcBOOOKIAABaHE O Bu3a M
obaek4enusTa no HacTosIoTo CnopasyMeHHe, N0 MPUYHHU, CBLP3AHH C HallHOHAIHATA
CHIYDHOCT, OOLUCCTBEHHS pEX WAH OOIIECTBEHOTO 3APaBE H/M MOPaaH TOBa, 4
110COYEHHMTE IpaskaaHy ca 0BABeHHY 3a persona non grata.

YJIEH 6

PASMSHA HA CTIECUMEH
1. CTpanuTe cx pasMeHAT NO AMMIOMATHUECKH NBT B ¢pok 10 30 /Tpuaecer/ num caea
nognuceaHeTo Ha ToBa Cnopasymesue oOpasuure Ha  TOXHMTS  BAIMAHM
JIAIIOMATHYECKHU U CITyKeGHH NacropTy.




2. B cayyalt Ha BLBEXNAHE HA HOBY AMNIOMATHYECKY MAN CYXKEBHU NacnopTH, Kakio
M Ha MPOMEHH B ChUIECTBYBaUMTE, CTparuTe B3AUMHO c& HH(POPMHUPAT B HHCMEH Bl
N0 AMILIOMATUYCCKHU ITBT 32 BCAKA MpoMAHa He N10-KbCHO 0T 30 Arpuaecets puu npean
ohHUHANHOTO UM BbBEKAAHE.

YWIEH 7
3AT'YBBAHE HA ITACHIOPTH WJIH HA JOKYMEHTH 3A ITbTYBAHRE

B cayvaii, ue rpaxuany Ha AppiKasata Ha eaHa ot CTpaHuTe 2ary0AT HAM NOBPEAST
AUNIOMATHYECKHTE CH MKW CAYKeOHH NacnopTH Ha TEPHTOPHATA HA AbpKasaTa Ha
Apyrata CTpaHa, Te HE3a0aBHO YBCAOMABAT KOMMETCHTHUTE OPraHH Ha MpHeMaluara
ABpKABa YPE3 AUNIOMATHYECKOTO HiH KOHCYCKO NPCACTABHTCICTBO HA AbpXAaBata,
YuHTO rpaxany ca. ChbOTBETHOTO AMMIOMATHYECKO HIlH KOHCYIICKO NPECTaBUTENCTBO
M37aBa Ha FOPECNOMEHATHTC NHIA, B CLOTBETCTBUE ChC 3aKOHOAATCACTRBOTO Ha CROATA
AbpKaBa, AOKYMEHT 32 3aBPLIIAHE B AbpXKaBara, YAUTO I'PAsKAaHH Ca.

YJIEH 8

3AIIUTA CPEHY NIOANIPABAHE
CTpaHHTe OCHrypaBaT HaH-BHCOKO HMBO Ha 3alllTa CPelly NOJANPABHHE HA CBOWTE
AMNAOMATHHECKH U CAYXKEeGHH MaCNOPTH.

YJIEH 9

NPABA U 3ABJIKEHWS IO APYTU JIOTOBOPH HJIH
CIIOPA3YMEHUS
Huimmo B ToBa CrnopasymeHue He 3acira Npasata W 3albDKCHWATAa HAa BCSKA OT
CtpaHuTe, NPOM3THYAULM OT APYTH MCXKIYHApPOAHM AOFOBOPH W CHOpasyMeHMH, Mo
KOWTO Te 3a¢AHO WJIH NIOOT/AEJIHO Ca CTPallH.

YJIEH 16

PEIIABAHE HA CIIOPOBE
BCHYKH Pa3HOIIACHS WM CTIOPOBE, NPOU3THYALLH OT NPHIIAraHeTo Ha pa3nopeaduTe Ha
nacToaworo Cnopasymenne, ce pewasar ot CrpakuTe B AyX HA NPHATEACTBO upe3
KOHCYAITALNM KAU [IPCTOBOPH,

YUIEH 11

V3MEHEHWSA U AOIIhJIHEHH
Toga CrniopasyMcHHE MOMKE Aa CC H3MENH NO B3AHMHO MHCMCHO ChIJIACHE MEXKI)
Ctpauute. M3MeHEHHETO Bu3a B CHAA B ChOTBETCTRHC ¢ paznopcidara Ha naparpad |
ot Unew 12 u cherasinsa HepazaeaHa yacT ot Tosa CnopasyMeHue.




YWIEH 12

BJMN3AHE B CILJIA, CPOK 1 IIPEKPATSABAHE
1. Hacrosuoto CnopasymeHne Ban3a B cuna 30 /rpuaecer/ auM OT Jatata Ha
NO:1y4aBaHe Mo AUMIOMATHYCCKH BT Ha HOCCTIOTO MUCMEHO YBEAOMICHHE, C KOSTO
CrpaluTe B3aWMHO CC YBCAOMSBAT, Y€ €A H3MNBAHEHH BCHUKH HW3HCKBaHHs Ha
HALHOHAIHWTE CH 3aKOHOAATENCTRA 3a BAN3aHE B CHAa Ha CnopasyMCHHETO,

2. Tosa CriopasyMCHHE CE CKAO4BA 33 CPOK OT 5 /NeT/ rodHilu H MOXKE 1a c¢ NOoAHOBY
3a NOCNEABALLY NEPUO/N OT MET FOAMHH MO B3AUMHO NHCMCHO Cbraacue Ha CTpanuTe,
4KO HWTO €Ha OT TAX HE IO MPEKpaTH Mo AUMIOMATHYECKH [T NMOCPEICTBOM IMHCMEHO
ysenomnenre g0 apyrata Crpana 30 /Tpumecer/ AHH NpcAd OuUaKBaHAaTa flara Ha
NpeKpPaTABaHC.

B YBEPEHUE HA T'OPHOTO pgonynoanucasure, HAINCAKHO YMHIAHOMOIEHH OT
CBOMTE NPaBUTECTBA, NOANUCaXa ToBa Cnopasymenue.

Wsrorseno 8 JlomGok, Mugonesus Ha 19 noemppu 2009 r.B asa opuruuaiim
€K3EMIUIAP?, BCEKH €HH OT KOWTO Ha MHAOHE3HCKH, OBLArapeKH M aHMIMHCKK €3HK,
KaTO BCHYKM TEKCTOBE WMAT €J(HaKBa cuia. B ciyyali Ha pasauuus npu THAKYBAHETO,
aHTAMHCKHAT TEKCT 11ie Ce NOJI3BA C NPCAUMCTRO.

3A IIPABUTEJICTBOTO 3ATIPABUTEJICTBOTO
HA PENNYBJIHKA HHIOHE3U S HA PEIIVBJIMKA B'bhJITAPUS

e R I O

d

Tenepanen aupexrop 3aMCCTHUK-MUHUCTBD

Peruo JL IL Mapeyau Mapun Paiikos

3a Amepuka v EBpora Ha BLIWHHTE padoTH

B JlenapramMeHTa 32 RbHUIHM OTHOWCIINS
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REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
ON

VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of

Bulgaria, hercinafter referred to as “the Parties™.
CONSIDERING the existing friendly relations between the two countrics;

DESIRING to further strengthen such relations by facilitating the travel of the two

countries’ nationals to each other country;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

1. Nationals of the Republic of Bulgaria, holding a valid diplomatic or service
passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the
territory of the Republic of Indonesia for a period of stay not exceeding 30 (thirty)
days, counted from the date of each entry.

2. Nationals of the Republic of Indonesia, holding a valid diplomatic or service
passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the
territory of the Republic of Bulgaria for a period of stay not exceeding 90 (ninety)
days within a period of 6 (six) months, counted from the date of first entry.

)

The duration of passport validity of nationals of the Parties shall be at least 6 (six)
months before entering the territory of the other Party.




ARTICLE 2
VISA RESTRICTION

The nationals of the State of each Party shall enter into and leave the territory of the
State of the other Party through the border checkpoints of the said Party that are open
for international traffic.

ARTICLE 3
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION

Nationals of each Party who are holders of valid diplomatic or service passports and
assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other
Party, including their family members who reside with them for the term of their official
sojourn and hold valid diplomatic or service passports, shall be required, in accordance
with the relevant laws and regulations of the Parties, to obtain appropriate entry visa
from the Embassy of the other Party prior to the first entry.

ARTICLE 4
SUSPENSION

. Each P'arry may, at any time, temporarily suspend this Agreement, either in whole or
in part, with the reasons of national security, public order or public health.

. The introduction and termination of the measures stated in paragraph (1) of this
Article shall be communicated, through diplomatic channels, to the other Party and
shall enter into force within 72 (seventy two) hours after the receipt of such
communication.

ARTICLE S
RIGHTS OF REFUSAL

Either Party reserves the right to refuse admission of entry or shorten the duration of
stay of any person entitled to visa exemption and facilities under this Agreement for
reasons of national security, public order or public health, or on account of said
nationals being declared a persona non grata.

ARTICLE 6
EXCHANGE OF SPECIMEN

1. The Parties shall exchange through diplomatic channels within 30 (thirty) days after
signing of this Agreement the specimens of their valid diplomatic and service
passports.

. In case of introduction of new diplomatic or service passports, as well as
modifications of existing ones, the Parties shall inform each other in writing,
through diplomatic channels, about any changes not later than 30 (thirty) days prior
to their official introduction.




ARTICLE 7
LOSS OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

In case that nationals of the state of one Party lose or damage their diplomatic or service
passports in the territory of tie state of the other Party, they shall immediately inform
the competent authorities of the receiving state through diplomatic mission or consular
office of the state of their nationality. The diplomatic mission or consular office
concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation
of their state, a document for rcturning to the stae of his/her nationality.

ARTICLE 8
PROTECTION AGAINST COUNTERFEITING

The Parties shall provide their diplomatic and service passports with the highest level of
protection against counterfeiting.

ARTICLE 9

RIGHTS AND OBLIGATIONS UNDER OTHER TREATIES OR
AGREEMENTS

Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of either Party ensuing
from other international treaties and agreements to which they, whether jointly or
separately, are signatories.

ARTICLE 10
DISPUTES SETTLEMENT

Any differences or disputes arising out of the implementation or the provisions of this
Agreement shall be settled amicably by the Parties through consultation or negotiation.

ARTICLE 11
AMENDMENT

This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties. Such
amendment shall enter into force according to the provision of paragraph (1) of Article
12, and form as an integral part of this Agreement.

ARTICLE 12
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force after 30 (thirty) days from the date of the
receipt of the last written notification in which the Parties inform each other
through diplomatic channels that all requirements for entry into force of this

Agreement, as stipulated by their respective national legislation, have been
fulfilled.
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2. This Agreement shall remain in force for period of 5 (five) years and may be

renewed for further periods of 5 (five) years by mutual consent of the Parties in
writing, unless cither Party decides to terminate this Agrcement by giving written
notice to the other Party through diplomatic channels 30 (thirty) days prior to the
expected termination dats.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective
Governments, have signed this Agreement.

Done in Lombok, Indonesia, on this 19" day of November in the year 2009, in two
originals, each in the Indonesian, Bulgarian and English languages, all text being
equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall
prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA THE REPUBLIC OF BULGARIA

—_— e

Retno L. P. MarSudi Marin Raykov
Director General for America and Europe Deputy Minister of Forcign Affairs

Department of Foreign Affairs




